
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI C 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 8 TAHUN 2005 

TENTANG 
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJARNEGARA, 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2002 
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 
yang diundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 36 Seri 
C dipandang sudah tidak sesuai lagi; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah 
Raga. 

Mengingat   :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
3684); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4437); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 
59); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4139); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan 
Retribusi Daerah; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang 
Retribusi Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan 
Lain-lain; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara 
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1997 
Nomor 10 Seri B); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 
Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar-
negara Nomor 17); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lem-
baran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA 

dan 
BUPATI BANJARNEGARA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 

4. Tempat Rekreasi dan Olah Raga  adalah tempat rekreasi, pariwisata 
dan olah raga yang dimiliki dan atau dikuasai serta dibina oleh 
Pemerintah Kabupaten. 
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5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut 
Retribusi  adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian fasilitas 
tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga. 

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, 
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang 
sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha 
lainnya 

7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi. 

9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan 
oleh Bendahara Umum Daerah. 

10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah 
surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah 
atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih 
besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 


